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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Subulussalam berdasarkan hasil pemilihan umum Tahun
2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menyusun tata
tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib
DPRK Subulussalam;
Menginget : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4633);

[\

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10;



Menetapkan
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4684);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
SUBULUSSALAM TENTANG TATA  TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam ini yang

dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

2. Kota adalah Kota Subulussalam.

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam sebagai unsur

penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat

kota.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota

Subulussalam yang sclanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan

rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

kota.

5. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK yang

berlaku di lingkungan internal DPRK.
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Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang
wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

Anggota DPRK adalah anggota DPRK Subulussalam.

Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK.

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR Kota Subulussalam
berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

Qanun Kota yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Walikota
yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat
Kota Subulussalam.

Badan Legislasi yang selanjutnya disebut Banleg adalah alat kelengkapan
DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani pembentukan ganun.
Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah alat kelengkapan
DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani anggaran Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan gqanun.
Hari adalah hari kerja.

Partai politik/ partai politik lokal yag selanjutnya disebut partai politik
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak
dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BAB Il
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 2

DPRK mempunyvai fungsi:

a.
h.

(&8

Legislasi;
Anggaran; dan

Pengawasan.
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Paragraf 2
Fungsi Legislasi
Pasal 3

[fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara:

1)

(2)

Menyusun program legislasi bersama walikota;
Membahas bersama walikota dan menyetujui atau tidak menyetujuli
rancangan ganun; dan

Mengajukan usul rancangan ganun.

Pasal 4

Program legislasi yang memuat daftar urutan rancangan ganun ditetapkan
untuk jangka waktu 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun
anggaran, yang sclanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk
ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Program legislasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan

Walikota.

Pasal 5

Rancangan ganun dapat berasal dari DPRK atau Walikota.

Rancangan ganun yvang berasal dari DPRK atau Walikota disertai penjelasan
atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Rancangan ganun diajukan berdasarkan program pembentukan ganun atau

diluar program pembentukan ganun sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Rancangan qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh anggota
DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Banleg yang dikoordinasikan oleh
Banleg.

Rancangan qanun yang diajukan oleh anggota DPRK, komisi, gabungan
komisi, atau Banleg disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK
disertai dengan: |

a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan

b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

Rancangan qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Banleg untuk
dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi rancangan ganun.
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(4) Rancangan ganun vang telah dikaji oleh Banleg disampaikan oleh pimpinan
DPRK kepada semua anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat paripurna.

(5) Hasil pengkajian Banleg disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat
paripuma.

(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. fraksi dan anggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan

¢. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRK
lainnya.

{7) Keputusan rapat paripuma atas usulan rancangan ganun berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
¢. penolakan.

\8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan komisi,
gabungan komisi, atau Banleg untuk menyempurnakan rancangan ganun.

(9) Rancangan ganun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan

suratl pimpinan DPRK kepada Walikota.

Pasal 7

(1) Rancangan ganun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan ganun hasil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Banleg.

(2) Rancangan ganun yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan ganun hasil pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat
daerah yang menangani bidang hukum.

(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan ganun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8
Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Walikota menyampaikan
‘ancangan ganun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan
qanun yang disampaikan olch DPRK dan rancangan qanun yang disampaikan

oleh Walikota digunakan scbagai bahan untuk dipersandingkan.
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Pasal 9

(1) Rancangan ganun yang berasal dari DPRK atau Walikota dibahas olch DK

dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2) Pembahasan rancangan qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat [ dan

pembicaraan tingkat 11

3) Pembicaraan tingkat | secbagaimana ayat (1) meliputi kegiatan:

a.

Dalam hal rancangan qanun berasal dari Walikota:

1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan
ganun;
pandangan umum fraksi terhadap rancangan ganun; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangzn
umum fraksi.

Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, ketua
Banleg, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripuina
mengenai rancangan ganun;

2. pendapat Walikota terhadap rancangan qanun; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.

Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus

yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk

untuk mewakili.

Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan

antara DPRK dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat Il sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan:

a.

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat
fraksi, dan hasil pembicaraan tngkat [ oleh pimpinan komisi,

pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;

N}

permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota
dalam rapat paripuma; dan

3. pendapat akhir Walikota.

Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2
tiduk dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam  hal rancanpgan ganun  tidak mendapat  persetujuan bersama
antara DPRK dan Walikota, rancangan qanun  tersebut tdak dapat

digulean Lapn dodam persidangan DPREI masa sidang i,
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Pasal 10

Rancangan qganun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh
DPRK dan Walikota.

Penarikan kembali rancangan ganun oleh DPRK dilakukan dengan
keputusan pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.

Penarikan kembali rancangan gqanun oleh Walikota disampaikan dengan
surat Walikota discrtai alasan penarikan.

Rancangan qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali
berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Walikota.

Penarikan kembali rancangan gqanun hanya dapat dilakukan dalam rapat
paripurna yang dihadiri oleh Walikota.

Rancangan ganun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa

sidang yang sama.

Pasal 11

Rancangan ganun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota
disampaikan pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi
ganun.

Penyampaian rancangan ganun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak

tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan gqanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, APBK, perubahan APBK,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak kota, retribusi kota, dan tata

ruang kota yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Walikota dalam rapat

paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

(1)

Pasal 13
Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas
rancangan qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan,
rancangan qanun disempumakan oleh Walikota bersama dengan DPRK
melalui Banggar.
Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
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Keputusan pimpinan DPRK scbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar  penctapan ganun  tentang  APBK, perubahan APBK, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Walikota.

Pasal 14

Pemerintah Kota dan DPRK melibatken perancang peraturan perundang-
undangan dalam pembentukan ganun.
Pembentukan ganun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai decngan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap rancangan ganun tentang APBK yang
diajukan oleh Walikota.

Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja
Pemerintah Kota;

b. membahas rancangan ganun tentang APBK;

¢. membahas rancangan ganun tentang perubahan APBK; dan

d. membahas rancangan qanun tentang pertanggungiawaban pelaksanaan

APBK.

Pasal 1o

Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran
sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Walikota setelah Walikota
menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran
sementara d:isertai dengan dokumen pendukung.

Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh Barnggar
dan timm anggaran Pemerintah Kota untuk disepakati menjadi kebipakan
urnurm APBI

Kebijakan umum APBR menjadi dasar bagi Banggar bersama tim anggaran
Pemerintah Kota untuk membahas rancangan prioritas dan platon anggaran
sermenltara

Janggar melakukan konsultasi dengan komist untuk memperoleh masukan
terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan

plafon anggaran sementara



i

(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan

plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan
melalui rapat DPRK.

(6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang

telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan

Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 17

(1) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan

Walikota setelah Walikota mcenyampaikan rancangan ganun tentang APBK

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dibahas Walikota bersama
DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kota, kebijakan
umum APBK, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat
persetujuan bersama.

(3) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan tim anggaran Pemerintah Kota.

(4) Banggar melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan

terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan

plafon anggaran sementara.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan ganun tentang APBK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

pembahasan rancangan ganun tentang perubahan APBK.

Pasal 19

(1) Badan anggaran membahas rancangan ganun tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

(2) Rancangan ganun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
meliputi:

laporan realisasi anggaran;

a.
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

e

ncraca,

=

laporan operasional;
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e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(4) Dalam hal kota Subulussalam memiliki badan usaha milik daerah, catatan
atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(5) Pembahasan rancangan ganun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20
Jadwal pembahasan dan rapat paripuma kebijakan umum APBK, prioritas dan
plafon anggaran sementara, rancangan ganun tentang APBK, rancangan ganun
tentang perubahan APBK, dan rancangan ganun tentang pertanggungjawaban
APBK ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 21

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan ganun dan peraturan Walikota;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan kota; dan

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
melalui:
a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kota;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat.
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b dilaksanakan oleh Banleg melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas

pelaksanaan ganun, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang lain.
(4) Hasil evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada

pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.
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(5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi

atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan

Pemeriksa Keuangan.
Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

melalui surat pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan

rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Walikota
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kota.

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 2&

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

0Q

membentuk Qanun bersama Walikota;

membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBK
yang diajukan oleh Walikota;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBK;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota terhadap
rencana perjanjian internasional di kota;

memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk
meneruskan sisa masa jabatan lebih dar: 18 (delapan belas) bulan;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil
Walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama intemasional yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota;

meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan kota;

memberikan persctujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
mengusulkan pembentukan KIP kota dan membentuk Panitia Pengawas

Pemilihan;
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k. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan
anggaran kepada KIP kota dalam penyeclenggaraan pemilihan bupati dan
walikota /wakil walikota; dan

I. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pemilihan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d
diselenggarakan dalam rapat paripurna.

(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan DPRK.

(3) Mekanisme pemilihan wakil walikota dilaksanakan dengan:
a. menetapkan tugas dan wewenang panitia pemilihan;
b. menetapkan tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
¢. menetapkan persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen

persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

d. menetapkan jadwal dan tahapan Pemilihan;

menetapkan hak Anggota DPRK dalam Pemilihan;

o

f. pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa

DPRA/DPRK.;
menetapkan jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;

penetapan calon terpilih;

5 7

pemilihan suara ulang; dan
larangan dan sanksi bagi calon wakil Walikota yang mengundurkan diri

sejak ditetapkan sebagai calon.
(4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Wakil
Walikota.
Pasal 25
Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan

pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Pasal 26

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang

dilakukan oleh Pcmerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Keputusan rapal paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota untuk ditindaklanjuti



(2)

(3)

(4)

(7)

(1)

(2)

il =

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur

mengenai kerjasama daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRK
Pasal 27

Anggota DPRK Subulussalam berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru
mengucapkan sumpah/janji;

Anggota DPRK berdomisili di kota.

Pasal 28

Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.

Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
laporan Komisi Independen Pemilihan Kota.

Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji

secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua

Pengadilan Negeri.
Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji

anggota DPRK dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior

yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud .pada ayat (3) dipimpin oleh

Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang
paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan
DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.

Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.

Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya,

mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua

DPRK.
Pasal 29

Pengucapan sumpah/janji  Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal

berakhirnya masa jabatan S (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode

sebelumnya.
Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada

hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan

hari berikutnva sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
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Pasal 30

Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada
saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK.

Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada
saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.

Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap

melaksanakan pengucapan sumpah janj: menjadi Anggota DPRK dan saat itu

juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
a. Pimpinan DPRK;
b. Badan Musyawarah;

Komisi;

o o

Banleg;
e. Badan Anggaran;

Badan Kehormatan; dan
alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat

=_)

g.
paripurna.
Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai

dengan huruf f bersifat tetap.
Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa

panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh

sckretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
Badan Musyawarah, Komisi, Banleg, Badan Anggaran, dan Badan
Kchormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan

DPRK.

Pembentukan alal kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.
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(7) Pergantian keanggotaan alat kelengkapan DPRK sehagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 32

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada
alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang

merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRK

Pasal 33

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil
keputusan;

b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPREK;
menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;

d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan
materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;

e mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;

f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan
lembaga/instansi vertikal lannya;

g. mewakili DPRK di pengadilan;

h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi
Anggota DPRK sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripuma yang

khusus diadakan untuk itu.

Pasal 34

(1) Proses penetapan Pimpinan DPRK dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRK belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan
sementara DPRK yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pimpinan sementara DPRK bertugas:

a. memimpin rapat DPRK;

b. memfasilitasi pembentukan Frakst

c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib
DPRK; dan

d. memproses penelapan Pimpinan DPRK definitil
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Pasal 25

(1) Pimpinan DPRK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil

(5)

(6)

(7)

Ketua

Pimpian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partar politik

berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.

Ketua DPRK ialah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang

memperolah kursi terbanyak pertama di DPRK.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi

terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRK ialah

anggota DPRK vyang berasal dari partai politik yang memperoleh suara

terbanyak.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara
terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua
DPRK dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai
politik yang lebih luas secara berjenjang.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRK
jalah anggota DPRK yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara
terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRK vyang belum terisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6, maka kursi wakil ketua diisi oleh
anggota DPRK yang berasal dar pertai politik yang memperoleh Kkursi
terbanyak kedua.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai pohtik yang memperoleh kursi
terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Dalam hal terdapat lebih dar 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil
ketua DPRK scbagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan
persebaran wilayah perolehan suara partai politkk vang lebih luas secara
berjenjang.

Pasal 3o

Ketun dan wakil ketua DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernun Aceh.

Pimpinan DPRK scbeham memangku jabatannya mengucapkan sumpah/jann

vang dipandu oleh ketua pengadilan negert.
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Pasal 37

() Pimpiman Sementara sebagammana dimeksud Pasal 34 ayat (2), terdiri awas 1

(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua)
partar pohtik vang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.
Datam hal terdapat lebih dar 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi
terbanvak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRK ditentukan secara

musyvawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yvang ada di DPRK.

1 Primpman Partin Politik dengan perolehan kursi terbanyak pertama dan

kedia menyampaikan nama Ketua Sementara dan wakil ketua sementara
untuk diamumkan pada Rapal

Pariburna  Pelantikan  Anggota DPRK

Subulussalam.

Pasal 38
Pimpiman DPRIK merupakan satu ke

satuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegral

Pasal 39
(I Masa  jabatan Pimpiman  DPRK terhitung sejak tanggal

pengucapan
sumpah/ann pimpinan dan berakhir be

rsamaan dengan berakhirnya masa
labatan keangeotaan DPRK.

(2) Primpiman DPRK berhenti dari Jabatannva sebelum berakhir masa Jabatannya

Karcena:
A meninggal duma;

b mengundurkan dir sebagal Pimpinan DPRK:

¢ diberhentukan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang - undangan; atau
i

diberhentikan sebaga Pimpinan DPRK.

(31 Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal-

@ terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan

keputusan Badan Kehormatan; atau

b partar politik vang bersangkutan mengusulkan pemberhentan

bersangkutan sebagai  Pimpinan DPRK  sesuai
peraturan perundang-undangan.
(41 Dalam  ha) ketua

vang

dengan ketentuan

DPRK berhenu dan Jabatannya,

para wakil ketua
menetapkan salah scorang diantaranva untuk melaksanakan tugas ketua
smpan dengan ditetapkannva ketua penggant definitif.

=
() Dalam hal Ketua d

“an wakil ketua DPRK berhenti dari Jabatannva dan tersisa
Satud -1 , o d . . . } . - o
A wakil ketua, wakg Ketua vang bersangkutan melaksanakan tvgas
Relua DPRK Smpar dengan ditetapkannva ketua penggant defimiuf

.......



(1)

(2)

(3)
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Pasal 40

Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK

dalam rapat paripurna.
ntian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.

Pemberhe
DPRK.

Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan

Pasal 41

nyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian

Pimpinan DPRK me
agai wakil Pemerintah Pusat melalui

Pimpinan DPRK kepada gubernur seb
walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari

terhitung scjak ditetapkan dalam rapet paripurna.
gaimana dimaksud pada ayat

Walikota menyampaikan keputusan DPRK seba
ing lambat 7 (tujuh)

(1) kepada gubernur scbagar wakil Pemerintah Pusat pal
Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.
Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita

acara rapm paripurna

Pasal 42

Pengganti Pimpman DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang

sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.

Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan

partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan
dengan keputusan DPRK.
Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti

Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui

walikota.

Pasal 43

Dalam hal ketua DPRK sedang men alani masa tahanan atau berhalangan
sementara, Pimpinan DPRK lainnva melaksanakan musyawarah untuk
menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua
DPRK yang scdang menjalani masa taharan atau berhalangan sementara.
Hasil musvawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
Pimpinan DPRK sementara  yang melaksanakan tugas ketua DPRK
sebagaimana dimaksud avat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK

vang berhenti scrmentara melaksanaks n tagas kembali.
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Pasal 44

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan

(1)

(2)

(3)

(6)

(1)

(2)

atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai
potitik asal Pimpman DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan
kepada Pimpinan DPRK salah seseorang Anggota DPRK yang berasal dan
partar politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpman DPRK yang
sedang menjatani masa tahanan atau berhalangan sementara.
Usulan pimpman partai politik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1
divmumkan dalam rapat paripuma dan selanjutnya ditetapkan dengan
keputusan DPRK

Pasal 45
Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK scdang menjalani masa tahanan atau
berhalangan  sementara, pimpinan partai politik asal  Pimpinan  DPRK
mengusulkan Anggota DPRK dan partai politiknya untuk melaksanakan
tueas  Pimpman  DPRK  vang sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK
menjalan: masa tahanan atau berhalangan sementara.
Usulan pimpman  partar politik  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan
keputusan DPRRK
Rapatl paripurna scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota
DPRK paling tua dan/atau paling muda.
Pahng lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada
gubernur sebagar wakil Pemerintah Pusat melalul walikota oleh Pimpinan
DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
Walikota menyampaikan usulan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK paling

Jama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagar wakil Pemerintah Pusat

terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

Pasal 46

Pelaksana tugas Pimpman DPRK melaksanakan tugas dan wewenang
Pimpinan DPRK scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pelaksana tugas Pimpinan DPRK dictapkan dengan keputusan gubernur

sebagal wakil Pemerintah Pusat.
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(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan

DPRK sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42

terbukti ndak bersalah berdasarkan putusan pengadilan vang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap:

1.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai

anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan

Pimpimman DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat

paripurna

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 48

Anggota badan musvawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah
Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna
setelah terbentuknyva Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagal pimpinan badan
musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.

Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagal sekretaris badan
musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

Perpindahan Anggota DPRK dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan
DPRK lain hanva dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam
badan musvawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan

usul Fraksi

Pasal 49

Badan musvawarah mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5
(ima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;

b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian
dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penvelesaian suatu masalah,
dan jangka waktu penyelesalan rancangan Qanun;

¢. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis

kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
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4 meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai
petaksanaan tugas masing-masing;

¢. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;

f memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;

¢. merckomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat

diubah dalam rapat paripurna.

Setiap anggota badan musyawarah wajib:

a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam
rapat badan musyawarah; dan

b. menvampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 50
Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu
komisi
Jumlah komisi sebanyak 4 (empat) komisi.
Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul
Fraksi pada awal tahun anggaran.
Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota
komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun
6 (enam) bulan.
Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris
komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau
sekretanis komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi
meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan

usul Fraksi.

Pasal 51

Romist sebagaimana dimaksud Pasal 50 avat (2) terdin dar:
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o homiasi A Bidang Pemerintahan, Pertanahan, Hukum dan Keamanan.

. Komusi B Biding Perckonomian dan Sosial.

Komist C Bidang Keuangan dan Permbangunan,

I Komisi D Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Keistimewaan.

—~

(2) Mitra Kerja Komisi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
darn:
a. Sckretariat Daerah.

b. Sckretarial DPRK.

~

*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Inspcktorat.

e. Dinas Pemberdayaan Masvarakatl dan Kampong.
[ Badan Kepegawaian dan Pengembar.gan Sumber Daya Manusia.
g. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

1. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Dinas Pertanahan

J. Sekretariat Kecamatan Simpang Kiri
k. Sekretariat Kecamatan Penanggalan
. Sekretarnat Kecamatan Rundeng.

m. Sekretariat Kecamatan Longkip

n. Sckretariat Kecamatan Sultan Daulat
0. Sekretariat KORPRI.

p. Komisi Independen Pemilihan

1. Panitia Pengawas Pemilu/Pamtia Pengawas Pemilihan.

~

(8) Mitra Kerja Komisi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari;
a. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
c. Dinas Pangan.
d. Dinas Penanaman Moda! dan Pelavanan Perizinan Satu Pintu.
¢. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
[. Dinas Sosial.
(4) Mitra Kerja Komist C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdin
dar:
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Dinas Perhubungan.
© Dinas Komunikasi dan Informatika.
. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumazhan Rakvat.
“ Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

(0 Badon Perencanaan Pembangunan Dacrah,



-23 -

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(5) Mitra Kerja Komisi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri

dari:

a. Dinas Kesehatan.

b. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

¢. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

[, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana.

g. Rumah Sakit Umum Daerah.

h. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.

1. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.

j. Sekretariat Majelis Adat Aceh.

k. Sekretariat Baitul Mal.

Pasal 52

Komisi mempunya tugas dan wewenang;:

a.

memastikan terlaksananya kewajiban dasrah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melakukan pembahasan rancangan Qanun;

melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesual dengan ruang
lingkup tugas komisi,

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesual dengan ruang
lingkup tugas komisi;

membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan
oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRK;

menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi
masyarakat;

mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah;

melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat,;

mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas komisi; dan

memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil

pelaksanaan tugas komisi.
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Pasal 53

Pembahasan rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain

dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK.

Pasal 54

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan vang merupakan kewenangan daerah.
(2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi diatur dalam peraturan DPRK

tentang Tata Tertib DPRK.

Bagan Kelima
Banleg

Pasal 55

(1) Anggota Banleg ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan
pemerataan anggota komisi.

(2) Jumlah anggota Banleg paling banyak sejumlah anggota komisi yang
terbanyak.

(3) Pimpinan Banleg terdiri atas | (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil
ketua yvang dipilih dari dan oleh anggota Banleg.

(4) Sckretaris DPRK karcna jabatannya juga sebagai sekretaris Banleg dan
bukan sebagai anggota Banleg.

(5) Masa jabatan piumpinan Banleg selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Banleg ke alat kelengkapan DPRK lain
dapat dilakukan sctelah masa keanggotaannya dalam Banleg paling singkat

] (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

Banleg mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun rancangan program legislasi kota yang memuat daftar urut
rancangan qanun untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap
tahun anggaran disertai alasan, yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat
paripurna untuk ditetapkan dengan keputusan DPRK setiap tahun anggaran
di lingkungan DPRK;

b. mengoordinasikan penyﬁsunun program legislasi kota antara DPRK dan
Pemerintah Kota;

¢c. menyilapkan rancangan Qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan

usulan Banleg berdasarkan program prioritas vang telah ditetapkan;
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melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konseps
rancangan Qanun vang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi
sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;

mengikuli pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dar
Pemerintah Kota;

memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Garnum
yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kota di luar program legislasi kota,
memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan
Qanun yang berasal dart Pemerintah Kota,

mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau
panitia khusus,

memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan Qanun yang
ditugaskan oleh badan musyawarah,

melakukan kajpan Qanun; dan

membuat  laporan  kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan
menginventarisas) permasalahan dalam pembentukan Qanun sebaga: bahan
baei komis: pada masa keanggotaan berikutnya.

melakukan pembahasan dan perubahan/penyempurnaan rancangan Gantn
vang secara khusus ditugaskan badan musyawarah;

melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk rancangan ganun
vang sedang dan/atau vang akan dibahas dan sosialisasi rancangan ganun
vang telah disahkan;

menerima masukan dan masvarakat baik tertulis maupun lisan mengenat

rencangan qanurl.

Bagian Keenem
Badan Anggaran

Pasal 57

ey

Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing masing Fraks: dengan
mempertimbangkan Keanggotaannya dalam komisi dan paling banvak !/2

(satu perdua) dar jumlah Anggota DPRK.

Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagal pimpinan badan anggaran Jdan

merangkap anggota badan anggaran

tatal

Susunan keanggotaan, Ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan

dalam rapat parnpurmn

rena labatannva juga sebagan sekretaris badan anggara

Sekretaris DPRRK Ka

dan bukan sebagai anggota
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jota DPRK dalam badan anggaran ke alat kelengkapan
lainnya hanya dapat dilakukan seteleh masa keanggotaannya dalam badan

anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

memberikan  saran  dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada

Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan
Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Kota ditetapkan;

melakukan konsultasi vang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait
untuk  memperolch masukar  dalam rangka pembahasan rancangan
kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan
rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan
APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBK;

melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan
Qanun teniang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang
pertanggungawaban pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi gubernur
sebagai wakil Pemcerintah Pusat bagi DPRK bersama tim anggaran Pemerintah
Kota;

melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kota terhadap
rancangan kebijakan umum APBK dan rancangan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan

memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran dan

belanja DPRK.

Bagan Ketujuh
Badan Kelormatan

Pasal 59

Anggota badan kchormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK sebanyak 3
(tiga) orang.

Pimpinan badan kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu)
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna
berdasarkan usul dari masing masing Fraksi.

Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota

badan kehormatan.
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(5) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan

(1)

(@)

(3)

lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan
kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul

Fraksi.
Pasal 60

Badan kehormatan mempunyai tugas:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin etika dan moral anggota DPRK
dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik
DPRK dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan Kode
Etik;

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRK
terhadap tata tertib, sumpah/janji dan Kode Etik;

¢. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan
Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan

e. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan
klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf ¢ sebagai
rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan

f menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK berupa rehabilitasi
nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan
anggota DPRK atas pengaduan pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau
pemilih.

Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, badan kehormatan dapat meminta bantuan

dari ahli independen.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, badan

kchormatan berwenang:

a.

memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji

dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan

dugaan pelanggaran yang dilakukan;

meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk
meminta dokumen atau bukti lain; dan

menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar

sumpah/janji dan Kode Etik.
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(2)
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(2)
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Pasal 62

Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan
pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada
Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai
identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal pengaduan diterima.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan
DPRK tidak mencruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan

kehormatan memndaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 63

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, badan
kehormatan melakukan penvelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
a meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teraduy,

dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
b memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
Hasil penyvelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan
dalam bernita acara
Pimpinan DPRK dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil

penvelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 64

Dalam hal terado terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan

Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

a. leguran lisan,

b. teguran tertulis,

¢. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;

d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau

e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan
ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat

paripurna.

Sanks! berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.
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Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan

sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK

lentang tata beracara badan kehormatan.

(1)

(3)

(4)

(1

(2)

(4)

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 66

Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripuma atas usul Anggota DPRK
setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.
Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak
sama jumlahnya dengan komisi.

Masa kerja panitia khusus:

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau

b. paling lama 6 (cnam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.
Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat

paripurna.

Pasal 67

Jumlah anggota panitia khusus DPRK paling banyak 10 (sepuluh) orang.
Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan
oleh masing-masing Fraksi.

Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia

khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 68

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan
alas usul Anggota DPRK, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan
DPRK.

Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas
dan wewenang DPRK vang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
Kelompok pakar atau um ahli paling banyak 3 (tiga) orang setiap alat
kelengkapan DPRI.

Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan

sesual dengan ketentuan perundang-undangan.
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BAB V
RENCANA KERJA DPRK
Pasal 69

Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat
kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.

Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

Pimpinan DPRK menyampaikan rencana keja DPRK kepada sekretaris DPRK
untuk dilakukan penyelarasan.

Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan
DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Rencana kerja DPRK vang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi
pedoman bagi sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan
anggaran sckretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.

Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun
berjalan.

Pasal 70

Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja

dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana

kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 71

DPRK mempunyai hak:

a. interpelasi;

b. angket; dan

c. menvatakan pendapat.

Anggota DPRK mempunyai hak:

a. mengajukan rancangan Qanun;

b. mengajukan pertanyaan,

¢. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;

¢. membela diry;

f. 1munitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas,
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(2)
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h. protokoler; dan

1. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 72

Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk

dilaporkan pada rapat paripuma.

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan dokumen vang memuat paling sedikit:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
dan

b.alasan permintaan keterangan,

Pasal 7¢

Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:

a. pengusul menvampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;

L. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas
penjelasan pengusul; dan

c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota
DPRK. '

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK

apabila mendapat persetujuan dari rapal paripurna yang dihadiri lebih dari

1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan

persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi

memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Walikota.

Pasal 74

Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Walikota:

a.  Walikota hadir memberikan penjelasan; dan

b. sctiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.

Dalam hal Walikota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walikota menugaskan pejabat

terkait untuk mewakil:.
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2 - ’ .
(3) Pandangan DPRK atas penjelasan  Walikota ditetapkan dalam rapat

(%)

(1)

(2)

(4)

paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.
Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan
untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota

dyadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 75

Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk

diputuskan pada rapat paripurna.

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

dokumen yang memuat paling sedikit:

a. mater kebjyakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan
vang akan diselidiki; dan

b alasan penyelidikan.

Pasal 76

Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
pengusul menyvampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan

¢. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika

mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4

(liga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan Putusan diambil dengan

persetujuan palng sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang

hadir.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket

memperoleh keputusan dalam rapat paripurna. Dalam hal usul hak angket

disetujui DPRK:

4. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang

ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan

bh. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada

Walikota.

Dalam hal usul hak angket disetujui DPRK

4 mmbentuk Panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi yang

ditetapkan dengan keputusan Ketua DPRK dan



b Mcn_vampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada
Walikoty

(5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket,

usul tersebut tidak dapat
diajukan kembali.

Pasal 77
(1) Panitia angket DPRK dalam

melakukan penyelidikan dapat memanggil
pejabat  Pemerintah

Kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang
dianggap mengetahui atay patut mengetahur masalah vang diselidiki untuk
memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dokumen vang berkaitan de

nean hal vang sedang diselidiki.
(2) Pejabat

Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang

dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi panggilan
DPRK, kecuaali ada

alasan yvang  sah  menurut  ketentuan Peraturan

perundang - undangan
(3) Dalam  hal pejabat Pemerintah dacrah, badan hukum, atau warga
masvarakat  telab dipanggil  dengan patut secara berturut-turut tidak
memenuhi panggilan DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan

Kepolisian Negare Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan

perundang-undangan
Pasal 78
Dalam hal hasil penvehdikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diterima
olch DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian

proses tindak prdana kepada aparat penegak hukum sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 79
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling

lama 60 (enam puluh) Har terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Mecnyatakan Pendapat
Pasal 80

(1) Usul pelaksanaan  hak menyataken  pendapat yang telah memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan, diajukan Anggota DPRK kepada

Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat parlpurn-a. 1
(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat, dan

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
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(4)

(1) Setiap Anggot
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Usul pernvataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan

dalam rapal paripurna.

Pasal 81
Rapat paripuma mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan
tahapan
a. pengusul menyampaikan. penjelasan isan atas usul hak angket;
b Anggota DPRK lainnva memberikan pandangan melalui Fraksi;
¢. Walikota membenkan pendapat; dan
d  pengusul memberikan  jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan
pendapat Wahkota.
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1 menjadi  hak menyatakan
i rapal paripurna yang

Anggota DPRD dan

pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dar

dihadirn paling scdikit 304 (tiga perempat) dari jumlah
putusan diambil denaan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah Anggota DPRR vang hadir

PDalam hal rapat panpurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dihadin paling sedikit 374 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat
ditunda paling banvak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing

tidak lebih dar 1 (satu) jam

ktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada

Apabila pada akhir wa
avat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat

menunda rapat paiing lama 3 (tiga) Hari.
Apabila setelah pe Lundaan sebagaimand dimaksud pada ayat (4) belum juga
terpenuha, pelaksanaan rapat  paripurna pernyataan pendapat  dapat

.a sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

diagendakan pada ma

menarik  kembab usulannya scbelum usul pernyataan

Pengusul  dapat
putusan DPRK dalam rapat paripurna.

pendapat memperoleh ke
ditetapkan keputusan DPRK

Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujut,
vang memuat:
a. pernyataan pendapal;
b, saran penyclesaiannya, dan
¢. peringatan.
Bagian Kelima
pelaksanaan Hak Anggota
paragraf 1
1jak Mengajukan Rancangan Qanun
Pasal 82

4 DPRK mempunyal hak mengajukan rancangan Qanun.
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Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada
Pimpinan DPRK dalam bentuk rancangan ganun disertai penjelasan secara

tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragrafl 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 83

Sctiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah
Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara
lisan maupun secara tertulis.

Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu

vang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 84

Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan
pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRK.
Usul dan pendapat scbagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan

kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragra’4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 85

Sctiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat

kelengkapan DPRK sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Dir1

Pasal 86

Anggota DPRK vang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janj dan Kode Etik

dibert kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan

kepada badan kehormatan.

Paragral 6
Hak Imunitas

Pasal 87

(1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.
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(2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,

(4)

(1)

(2]

(3

(4]

(1)

(2)

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun di luar rapat DPRK yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK .

Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat
DPRK maupun di luar rapat DPRK vyang berkaitan dengan fungsi serta
tugas dan wewenang DPRK .

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam
ketentuan mengenal rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undanaan

Paragral 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 88

Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas
schagal Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti

pendalaman tugas pada masa jabatannya.

pendalaman  tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh

Orientas) dan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRK provinsi,

partai politik, atau perguruan tinggi.

Pendanaan untuk pclaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota

DPRK dibebankan pada penyelenggara.

Anggota DPRE melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman

(tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VII
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Acara Resmi
Pasal 89

Pimpinan dan Anggota DPRK memperoleh kedudukan Protokoler dalam acara
resmi.

Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) meliputi:
a. Acara resmi Pemerintah vang diselenggarakan di Daerah;

b. Acara resmi Pemenntah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
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c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah

Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat

Pasal 90

Tuata tempat Pimpinan dan Anggota DPRK dalam acara resmi yang diadakan di

Kota Subulussalam sebagai berikut:

a. Ketua DPRK di scbelah kiri Walikota;
b. Wakil-wakil Ketua DPRK bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat
instansi vertikal lainnva;

c. Anggota DPRK ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah

Jainnya yang sectingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan

dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 91

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRK sebagai berikut:
a_ Ketua DPRK didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRK;

b Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua

DPRK;,
c. Wakil-wakil Ketua DPRK duduk disebelah kiri Ketua DPRK;
d. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

e. Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang

Rapat.
Pasal 92

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota

dan Wakil Walikota scbagai berikut:

a_ Ketua DPRK di sebelah Kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan
Melantik Walikota dan Wakil Walikota;

b Wakil-wakil Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Ketua DPRK;

c. Anggota DPRK menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota,

d Walikota dan Wakil Walikota yang lain, duduk di sebelah kanan Pejabat yang
akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;

e Calon Walikota dan Wakil Walikota vang akan dilantik duduk di sebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DPRK:

f  Sekretaris DPRK, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan

Rapat;
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g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DPRK:
h. Walikota dan Wakil Walikota yang bar: dilantik duduk di sebelah kanan

Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil
Walikota.

Pasal 93

Tata tempal dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRK melipu'i:

a. Pimpinan DPRK duduk disebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri
atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebzlah kanan Walikota;

b. Anggota DPRK yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat
yang telah disediakan;

c. Anggota DPRK yang telah berakhir masz jabatannya duduk di tempat yang
telah disediakan;

d. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan sementara DPRK duduk di
sebelah kiri Walikota;

e. Pimpinan DPRK yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang
ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

[. Sekretaris DPRK duduk di belakang Pimp:nan DPRK;

g. Para undangan dan Anggota DPRK lainnya duduk di tempat yang telah
disediakan; dan

h. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 94

Tata tempat dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan

Wakil-wakil Ketua DPRK hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

a. Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil

Walikota;

b. Pimpinan sementara DPRK duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

c. Setelah pelantikan, Ketua DPRK duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil
Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRK dudux di sebelah kiri Ketua DPRK;

d. Mantan Pimpinan sementara DPRK dan Ketua Pengadilan Negeri duduk

ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 08

{1} Tata upacara dalam Acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan

upacara bendera
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(2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara
resmi, diselengparakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 96

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mendapat penghormatan sesual dengan
penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah,
(2) Penghormatan schagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuail

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Pasa. 97
(1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saatl pengucapan sumpah/janji Anggota

DPRK.
Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
masa sidang dan masa Treses, kecuali pada

™~

(3) Masa persidangan meliputi

persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses

ditiadakan.

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan

tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-
undangan, peclaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan

tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan.

Pasal 98

(1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses

bagi anggota DPRK.
(2) Sckretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling
es dimulai melalui saluran yang

lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa res

mudah diakses.
Miisa reses /\ngg()lu I)PIQ}\' secard pCI‘S(‘Urangan atau kClompOk dllaksﬂnakan

dengan m('n'lln-rh:nuk:m:

a. waklu reses anggota DPREK pada daer:

a pemerintah Daerah;

1h pemilihan vang sama,

b. rencana kerj
¢. hasil pengawasan DPRK sclama masa sidang; dan
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(5)

(1)

");

(7)
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d. kebutuhan konsultasi. publik dal

Anggota DPR

am pembentukan Qanun.

K N 1 ar s e ¢ 1 1

s wanb melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan
DPRIK, paling sedikit memuat:

a. waktu dan tempat kegiatan reses:
ses;
b tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
¢ dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), idak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 99

Jenis rapat DPRK terdiri atas:

o

rapat paripurna;

b. rapat Pimpinan DPRK;

c. rapat Fraksi;

d. rapat konsultasi;

e. rapat badan musyawarah;,

[, rapat komisi;

g. rapat gabungan komisi;

h. rapat badan anggaran,

i.  rapat badan legislasi,

j.  rapat badan kchormatan;

k. rapat panitia khusus;

. rapat kerja,

m. rapat dengar pendapat; dan

n. rapat dengar pendapat umum.

Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggl Anggota DPRK vyang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketuz DPRK.

Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan

Fraksai.

Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan

pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengkapan DPRK yang dipimpin oleh

ketua atau wakil ketua DPRK.

Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah

vang dipimpin olch ketua atau wakil kerua badan musyawarah.

Rapat kornist merupakan rapat anggatd komisi yang dipimpin oleh ketua

atau wakil ketua konusi
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(9)
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Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua DPRK.

Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.

(10) Rapat Banleg merupakan rapat anggota Banleg yang dipimpin oleh ketua

atau wakil ketua Banleg.

(11) Rapat badan kchormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan

yang dipimpin olch ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

(13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan

komisi, Banleg, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang

ditunjuk.

(14) Rapat dengar pendapat merupakan rapal antara komisi, gabungan komisl,

(1)

(2)

(3)

(4)
(©)

(©)

Banleg, badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kota.
Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan
komisi, Banleg, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan

kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 100

Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang

dinyatakan tertutup
Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan

secara terbuka.
Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK

dinvatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan

kesepakatan peserta rapal.
Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan

a Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang

dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.

Pembicaraan dan keputusan .yang telah disepakati dalam rapat tertutup

dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta

oleh pimpinan rapat kepad

untuk dirahasiakan,

rapat kepada pihak lain atau Publik.

Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau

keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib

merahasiakannya.
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(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan

(1)
(2)

(3]

(1)

(2)

(1)

(%)

aval (7)) dikenakan sanksi sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundangundangan

Pasal 101

Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.

Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK,
pelaksanaan rapat DPRK di Juar gedung DPRK harus memperhatikan
cfisicnsi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan
dacrah.

Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi

kondisi kahar.

Pasal 102

Sctiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan
kewajibannyva.
Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada

avat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 103

Rapat paripurna terdir atas:

a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;

b. Rapat paripurna untuk pengumumar, dan

¢. Rapat paripurna istimewa untuk penyampaian visl dan misi pasangan

calon walikota/wakil walikota

Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:

a. Walikota;

b. Pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau

¢. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari
jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
Rapat paripurna disclenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua
DPRK  berdasarkan  jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh  badan

musyawarah;
Prnpinan rapat sctelah membuka rapat, memberitahukan surat masuk dan
diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam

in urusan kerumahtanggaan DPRK

surat keluar untuk

rapat, kecuali surat ving berkartan deng;



(5)

(2)

(1)
(2)
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apal paripurna dale . :
Rapal panp dalam rangka pengambilan keputusan rancangan qanun
wajib dihadiri olch Walikota.

Pasal 104

Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam
bentuk peraturan atau keputusan DPRK.

Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan
alat kelengkapan DHPRK.

BAB 1X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 105

Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan
cara musyawarah untuk mulakat
Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 106

Sctiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat

DPRK vang bersifiit pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

Pasal 107

Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK
untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak
menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul

pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota;
b. dihadiri olch paling sedikit 2/3 (duz pertiga) dari jumlah Anggota DPRK

untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan ganun

dan APBK; atau
¢ dihadiri olch lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk

rapat paripurna sclain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b.

& ¢ da a 1
Keputusan rapat paripuma schagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

sah apabila:

a. disetyjui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK

vang hadir, untuk rapat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;



(3

(4)

(5)

(6)
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b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang
hadir, untuk rapat schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
¢ disetyui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c.
Apabila kuorum scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat
ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing
tidak lebih dari I (satu) jam.
Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi,
pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Harl atau sampal
waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
Apabila sctelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan
APBK, rapat tidak dapal mengambil keputusan dan penyelesaiannya
diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan
keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi.
Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan
pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan
musyawarah untuk mulakat.
Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang

ditandatangani olch pimpinan rapat.

Pasal 108

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat

maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk

ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu
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Pasal 109

(1) Anggota DPRK berhenti antarwakiu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai
dengan burall pengunduran diri dari vang bersangkutan, mulai berlaku
terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau

rhit j é ‘ i
terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Anggota DPRK diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c jika:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa
keterangan apapun,

b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;

¢. dinyatakan bersalah  berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kckuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang

menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut

tanpa alasan yang sah;
¢ diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f  tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesual dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pemilihan umum;

¢, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan
pcrundang-un(langam;

. diberhentikan sebagal anggota partai politik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

DPRK diberhentikan dengan
huruf b, huruf ¢, huruf {, atau huruf g.

(4) Anggota tidak hormat karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pasal 110

aimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1)

u’ ¢, huruf e, huruf h, dan huruf i

da Pimpinan DPRK dengan

Pemberhentian Anggota DPRK sebag

huruf a dan huruf b serta ayat (3) hur
diusulkan oleh pimpinan partai politik kepa
tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.




[

(1)

(3)

(5)

(1)
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Pasal 111

paling lama 7 {tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pimpinan DPRK menyampaikan

usul  pemberhentian  anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil

Pemerintah  Pusal  melalui  Walikota untuk memperoleh peresmian
pemberhent:an.

Apabila setelah 7 (tujuh) Hari P.mpinan DPRK tidak mengusulkan

pemberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah
pusat, sckretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Walikota.

Paling lama 7 {tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) den sekretaris DPRK tidak melaporkan
proscs pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat

Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Walikota tidak menyampaikan usul
pemberhentian  anggota DPRK  sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pimpinar: DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK

kepada gubernur sebagar wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 112

Gubernur sebagai  wakil Pemerintan Pusat menerbitkan keputusan
pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
scjak diterimanva usulan pemberherian anggota DPRK dari Walikota atau
Pimpinan DPRK.

Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak
tanggal ditetapkan oleh gubcrnur sebagail wakil Pemerintah Pusat atau
Menteri, kecuali untuk peresmar pemberhentian anggota DPRK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf ¢ mulai berlaku
terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

letap.
Pasal 113

Kctentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK

sebagaimana dimaksud dalam pPasal 111 berlaku secara mutatis mutandis



-47 -

terhadap tata cara pengusulan

_ pemberhentian anggota DPRK yang
dinyatakan bersalah melakukan ‘

. tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan vang telah berkekuatan hukum tetap

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis

kepada  Walikota  apabila  setelap, 7 (tujuh) Hari Walikota tidak
njuty . e
yull pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah

melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

menindakla

(3) Apabila dalam jangka wakiy 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota

DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya

putusan pengadilan yang telah berkekuatan: hukum tetap gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebasaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 114

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak
mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hart terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan
pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul
pecmberhentian anggota DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 115

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf {, dan huruf g dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian
anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat
belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK

atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya

dari walikota.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

pasal 116
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a DPRK vy rhe
(1) Anggola vimg berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud  dalam

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

pasal 109 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh
suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara
dari partan politik vang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya  sebagaimana  dinaksud pada ayat (1) mengundurkan dir1,
meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota
DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh
calon Anggota DPRK vang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
dari partai pohitik vang sama pada daerah pemilihan yang sama.

Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan
calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai potitik
yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau
schbutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai
politik  tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan
kepengurusan  yang sudah memperolch  putusan pengadilan yang telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  didaftarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 117

Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan
antarwaktiu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi
Independen Permihhan Kota yang ditembuskan kepada Komisi Independen
Pemnilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Independen

Pemilihan Kota Subulussalam kepada Pimpinan DPRK paling lambat S (lima)
Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.

Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti

antarwaktu dari Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

schagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama

anggota DPRK vang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu

kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui walikota.
Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung scjak menerima nama anggota DPRK
vang diberhentikan dan nama calon pengganti antanraktu, Walikota
menyampaikan nama anggota DPRK vang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
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(5) Paling lambat 14 (cmpat belas) har terhitung sejak menerima nama anggota

©

(1

2

(1

(3]

DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu  dar
walikota, gubernur sebagai  wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.

Dalam hal walikota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian

antarwakiu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 118
Anggota DPRK pengeanti antarwakiu menjadi anggota pada alat kelengkapan
Anggota DPRK vang digantikannya.
Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa
jabatan Anggota DPRK yang digantikannva.
Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa

masa Jabatan Anggota DPRK yang digentikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 119

Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan

schagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Sclam memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai

pohiuk pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam

sengketa partai pohtk.

Pemenuhan persyvaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dibuktikan dengan melampirkan kelergkapan administratif sebagaimana

kelengkapan administratif  bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan melampirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai
atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;

b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik
disertai dengan dokumen pendukunz sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga Partai politik;

¢. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang

dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam bagi

DPRK; dan
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d. fotokopr daftar .
Peringkat  perolehan suara partal politik yang

mengusulkan penog g
B8 a7 antarwak(y Anggota DPRK yang dilegalisir oleh

ganti
¢mil-han Keta Subulussalam bagi DPRK.
4) Kelengkapan administratif

diverifikasi oleh

Komisi Independen p

Penggantian  antarwaktu Anggota DPRK

unit kerja d; et A . ) .
Ja di Masing masing lembaga/ instansi sesuai
kewenangannya.

Pasal 120

(1) Anggota DPRK  pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya,

mengucapkan Sumpah/janj. yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat

paripuma.

(2) Pengucapan  sumpah/janji  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya
keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.

(3) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didampingi oleh Rohaniawan.

(4) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai

berikut :
“Demu Allah (Tuhan) saya bersumpoh/berjanji, bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya sebagai Anggota, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Subulussalam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai,
dengan peraturan perundangundarngan, dengan berpedoman pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalarm menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh
sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan
kepentingan bangsa dan nzgara daripeda kepentingan pribadi, seseorang,
dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

(S) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRD

menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagicn Ketiga
pPemberhentian Anggota DPRK
Pasal 121

T . eementara karena:
A“%’.‘%Ulu DPRK diherhentikan seme nt

perkara tindak pidana umum yang diancam dengan
am ¢

4 menjadi terdakwa dal
“ ' ima) talun; atau
Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tal .
] ¢ pidana Knusus.

b, menjadi terdakwa dalam perkara tindak pid
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(6)

(1)
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Pasal 129
Pemberhentian sementyy,
S angpory

Pasal 121 diusulkay, oleh Pimpinan

DPRK  sebagaimana dimaksud dalam

DPRK kepada gubernur sebagai wakil
Pemermtah Puggy melaluy w,

alikoty.
£ (tujuhy) hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan
scbhagar terdakwa Sehagaimany dimaksud da]

Apabiliv setelah

am Pasal 109 Pimpinan DPRK
tudak mengusulk:

U pemberhentian seme

Ntara, sckretaris DPRK melaporkan
anggota DPRK ke

pada walikota.
arkan laporan sekret

status terdakwa
Walikota berdag aris DPRK scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) mengajukan gyl Pemberhentian Stmentara anggota DPRK kepada
gubernur sebag rintah Pusat

wakil  Ppe

al wakil Peme
Gubernur sebagai merintah  Pusat memberhentikan sementara
ota DPRK atas usul walikota seba
(1) dan ayat (3).

scbagai angg gaimana dimaksud pada ayat

Dalam  hal walikota tidak  mengusulkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan
register perkara pengadilan negeri,

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

mulai berlaku terhitung scjak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai
terdakwa.

Pasal 123

Dalam hal Anggota DPRK vang diberhentikan sementara berkedudukan
schagal Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagal Anggota DPRK
diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.

Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimalfsud
pada ayat (1), partai politk asal Pimpinan DPRK yang diberhentikan
scmentara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota
DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas

pimpinan DPRK vang diberhentikan sementara.

Pasal 124

5 e arena melakukan
Dal hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melaku
alam hal Anggota L ’ . rrdasarkan putusan
indak pid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berdasarkan j
tindak pidana sebag: : ‘tap, Anggota DPRK
dil 1g telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Angg
pengadilan yar é

. ehaoai rta DPRK.
vang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggc



2)

(4)

(5)

©)

(6)
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Pemberhentian  Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK,
Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK
atas usul Pimpinan DPRK.

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung
sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak
pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK
vang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum

berakhir.

BAB XI
FRAKSI
Pasal 125

Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota

DPRK.
Setiap Anggota DPRK wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.
Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah

komisi di DPRK.
Partai politik/Partai Politik Lokal yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk

1 (satu) Fraksi.

Partai politik/Partai Politik Lokal harus mendudukkan seluruh anggotanya

dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

Partai politik/Partai Politik Lokal yang jumlah anggotanya di DPRK tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya

dapat bergabung dengan Fraksi vang ada atau membentuk paling banyak 2

(dua) Fraksi gabungan.

Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan

dalam rapat paripurna.
Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling

singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
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(1)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(1]

Dalam menempatlin ApERotanya padn alal kelenpkapan DPRK, Fraksi

mempertunbongdkon | Tl
bobelakeang, kKompetensi, pengalaman, dan beban

leerpoanppolianya

Pasal 126
rakai DPRK S ol . o
e R Bubulissalam terdici dai | (satu) fraksi utuh dan 2 (dua) fraksi
cabungin,
Fraksr utuh sebagaimang cdhimalksid pada ayat (1) yaitu Fraksi Partai
Hanura
[raksr pabunpan sebagaimana dimaksicd pada ayat (1) yaitu Fraksi Sada
Kata dan Fraksi Gerakan Amanal Acch (Granat).

Pasal 127
Pimpian Fraksi terdin atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih
dari dan oleh angpota Fraksi,
Pimpinan Fraksi vang telah terbentuk scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan  kepada Pimpinan DPRK  untuk  diumumkan dalam rapat

pParipurna.

Pasal 128

Fraksi mempunyan sekretariat,

Sckretariat Fraksr mempunyal tugas membantu kelancaran pelaksanaan
tugas Fraks:.

Sckretariat DPRK menyvediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna
kelancaran pelaksanaan tugas Fraks: sesual dengan kebutuhan dan dengan

memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 129

Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) nrang tenaga ahli.

Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja

paling singkat 3 (tiga) tahun,
pemerintahan; dan

DPRK.

b. menguasai bidang

¢. menguasai tugas dan fungs!

Pasal -30

i horan kinerja ti é muat:
Fraksi wajib m(ampm)liknmkun laporan kinerja tahunan yang me
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terhant pelaksanaan fungs pembentokon quiun, - penpawasan,  dan
angearan, dan
anpirast atan peng, ’ H
b, aspiras pengaduan masvarakat  dan tindalk langut yang belunm,
sedang, dan telah diliakuakan fraksi
(2) Laporan Kimerie Fraks sebagaimana dimaksod pada ayat (1) disampailon

kepada prmpinan DPRDY dalam rapat pariparna

BAI X1
KODI T
Pasal 131
(1) DPRR menvusun hode Ftik vang wajib dipatuhi oleh setiap Anpgota DPREK
selama menjalankan tugasova untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,
dan kredibilitas DPRK
(2) Ketentuan mengenat kode Ktk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan DPRK tentang Kode ik yang paling scedikit memual
ketentuan:
a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/jangi;
b sikap dan peritaku enggota DPRK;
¢. tata kerja Anggota DPRK;
d tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan dacrah;
¢. tata hubungan antar-Anggota DPREK;
{ tata hubungan antara Anggota DPRK dan pihak lain;
o. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan,
h. kewajiban Anggota DPRK;
I. larangan bagi Anggota DPRK;
hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;

k. sanksi dan mckanisme penjatuhan sanksi; dan

. rehabilitasi.

BAB XIII
PELAKSANAAN KONSULTASI
Pasal 132

(1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan sccara

berjenjang.
(/) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan tUgas dan wewenang DPRK.



(3) Konsultasi antara DPRK dengan
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pemerintah kota dilaksanakan dalam
bentuk pertemuan analar pimpinan DPREK dengan Walikota.

(4) Konsultasi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka:

(7)

(8]

a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan ganun dan/atau

rancangan kebijjakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran

sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan
dan belanja kota,

b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan
keputusan/kesepakatan bersama DPRK dan pemerintah kota berdasarkan
peraturan perundang-undangan; atau

¢. permintaan penjclasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu
vang ditetapkan atau dilaksanakan oleh walikota.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pimpinan

DPRK didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRK yang terkait dengan

materi konsultasi dan walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah

vang terkait.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara berkala

atau sesual dengan kebuluhan.

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan, baik

atas prakarsa pumpinan DPRK maupun walikota.

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaporkan

dalam rapat panpurna DPRK.

BAB XIV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI
MASYARAKAT

Pasal 133

Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, anggota DPRK atau fraksi di DPRK
menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti  pengaduan
dan/atau aspirasi masvarakat yang disampaikan secara langsung atau
tertulis tentang suatu permasalahan, sesual dengan tugas, fungsi dan

wewenang DPRK.

(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRK dan diteruskan kepada

pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK vang terkait, anggota DPRK, atau
fraksi di DPRK.
Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau fraksi di DPRK

dapat menindaklanjuti pengaduan dan,atau aspirasi sesuai kewenangannya.



) Anggota DPRK dapat memmdiak

(O}

(2)

(3)

1S

lanjur, pengaduan dan/atau aspirasi kepada
alatkelengkapan DPRK yang terkait
Dalam hal diperlukan, penpgaduan

pimpiman DPRK, |
, atau fraksinya.

P [ P ~ i M
dan/atau aspirasi masyarakat dapat
dromdaklanjut denpgan

A rapat dengar pendapat g
borapat denga pendapat;

¢ kunpunean Kerjas atan

drapat kerjacalat kelengkapan DPRK

dengan mitra kerjanya.

Fatacara penerimaan dan tindak lanjut  pengaduan dan/atau aspirasi

masvarakat - diatur oleh sekretans DPRK dengan  persetujuan  pimpinan

DPRK

DADB XV
SERNRETARIAT DPRK

Pasal 134

Sckretarat DPRK ipimpim oleh Scekretaris DPRK.

Sekretans DPRRN - sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Wahkota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRK.

Sckretaris DPRK mempunyai tugas:

a - memvelengearakan administrasi kesekretariatan DPRK;

b menvusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan
administrast keuangan;

¢ melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;

d - mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan

¢ menvediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRK  dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan
keuangan dacrah.

Sekretans DPRK dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hurul e wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRK.

Sekretaris DPRK dalam melaksanakan tugasnya secara operasional berada di

hawah dan  bertangeung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara

administratif berada de bawah koordinasi sckretaris daerah kota.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 135

Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK ditetapkan setelah terlebih dahulu

dikonsultasikan kepada gubernur.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

peraturan Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 28 Nopember 2019 M
1 Rabi’ul Akhir 1441 H

/ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ’
8 KOTA SUBULUSSALAM t

KETUA,
[ 3
\ \,{ ) //

ADE FADLY PRANATA BINTANG

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 29 Nopember 2019 M
2 Rabi’ul Akhir 1441 H

o SEKRETARIS DAERAH f

TA‘UFI f HIDAYAT

_\\ g
"B'EJRI’I‘A 'DAE‘RAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengzm Aslinva
Za\ .‘.:L pagaspaglan Hukum
» ‘l\\i—'i wiat Daerah
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